
a. bahwa untuk rnclaksanakan kercntuan Pasal 3 l I ayal (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah scbagaimana tclah beberapakall diubah, torukhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tcntang Pcrncrintahan 
Daerah, Kcpala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pcndaparan dan Belanja Dacrah {APBD) 
.kepada uewen Perwakilan R~kyal Dacrah (DPRD) untuk rnempcrolch 
Persetujuan Bersama; 

b. bahwa Rancangan Peramran Daerah tentang Anggaran Pcndaparan 
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, rncrupakan pcrwujudon dari Rcncana Kcrja 
Pemerinrah Dacrah Tahun. 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan 
Umum Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 
Prioritns dan Plafon Anggaran Serncntara yang tclah disepakati 
bersarna anrara Pemerintah Dacrah dengan 01;:1\/'dJl Pcrwakilan 
Rakyat Daorah (DPRD) pada tanggal 31 .lull 2018: 

c. bahwa bcrdasarka» pertimbangan scbagairnana dirnaksud pada 
huruf a dan huru] b, m~ij perlu menctapka» Pcraluran Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun Anggaran 2019. 

I. Pasal 18 ayal (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun l 950 rentang Pernbenrukan 
Daerah-daerah Kabupaien Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Baral 
(Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 
dcngan Undang_-Unclang- Nomor 4 Tahun 1968 tcruang Pcmbentukan 
Kabuputcn Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ientang Pembenurkan 
Dacrah-daerah Kabupaten Dalam L!ngkungan Propinsi Djawa Baral 
(Lem baran Negara R0cp1.1 bli k tndonesia Tahun 1968 Nomor 3 I, 
Tarnbahan Lernbaran Negara. Republik Indonesia Nomcr 2851); 

OUPATI CIREBON, 

DENGAN RAHMA'r TU HAN YANG MAHA ESA 

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELAN,JA DAERAI I 
TAH'UN ANOGARAN 2019 

PERATURAN DAERAI-J KABUPAT8N CIREBON 
NOMOR 13 TAHUN 2018 

TENTANO 

Mengingat 

• 

.enimbang 

NOJ,.,!OR 1 , TAHUN 2018 SERI 

LEMBARAN DAERAH KABlJPATEN CIREBON 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 rentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah [Lcmbaran 
N-cgara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 teruang 
Dana Perirnbangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

30 Tahun 2014 teruang Adrniniau-asi 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 J 4 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajAk Daerah 
dan Retribusl Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (tembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang Pemcrintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Norum· 5587) sebagaimana telah bcberapakali diubah, tcrakhir 
dengan Undang-Undang 'Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Pcrubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 rcniang 
Pemerintahari Daerah (Lembaran Negara. Rcpl1blik lndoncsin 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nornor 5679); 

l 1. Undang-Undang Nomor 
Pcrnerintahan (Lem baran 
Nomor 292, Tarnbahan 
Nomor 5601); 

• 

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Unclang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomur 4355); 

5. Undang-Undirng Nomor 15 Tahun ~004 rerrtang Pemeriksaan 
Pcngelolaan dan Tanggung .Jawab Keuangan Negara (Lem baran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pcmbangunan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerinrahan Dacrah 
(Lcmbaraa N~ara .Repubiik Indonesia Tahun 2.004 Nomor l 26, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); • 
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14. Peraruran Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tcntang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4576), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerinlah Nomor 66 Tahun 2010 tenlang Perubahan Atas 
Pcraturan Pcrncrlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern 
lnformasi Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor J io, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
lndonesia Nomor 51 SS); 

15. Peraturan Pernerlntah Nemer 58 Tahun 2005 teruang Pengelolaan 
Keuangan Dacrah (Lernbaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2005 Nemer 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
lndoncsia Nomor 4578}; 

16. Peraturan Pcmcrintah Nnmor 65 Tahun 2005 ten Lung Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerlnrah (Lembaran Negara 
Republik lndoneela Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembara:n 
Negara Republik Indonesta Nornor 4614); 

18:, Peraturan Pcm,~rint..ih Nomor 3 Tahun 2007 tcnrang Laporan 
Penyeleriggaraan Pcmetiru.ah Daerah Kcpada Pernerintah, Laporan 
Keterangan Portanggungjawaban Kepala Dacrah l<Cpada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformcsi r!cnydenggaraa:n 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 'rambanan Lernbaran 
Negara Rcpubli« Indonesia Nomor 4693); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

20. Pcraruran Pemcrinlah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Kcuar,gan kcpada Partai Politik (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lernbaran Negara 
l{cpublik Indonesia Nomor 4972), scbagalmuna relah bcberapakali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2018 
icntang Pcrubahan Kedua Atas Peraruran Pemeriruah Nornor 5 
Tahun 2009 tcntang Bantuan Kcuangan kcpada Partai Polltik 
(Lcmbaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2018 Nori101· I, 
Tambahan LernbaranNegara Rcpublik lnclone::;ia Nomor 6177): 

21. Peraturan Pcrnerintah Nomor 69 Tahun 2010 tcntang Tata Cara 
Pcmbcrian dan Pemanfaatan .Insentj]' Pcmunguian Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119. 
Tambahan Lembaran i'fegara Rcpublik Indonesia Nomor 5161); 

• 
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22. Pcraruran Pcmerintah Nomor 71 Tahun 2010 tcntang Standar 
Akuntansi Pemcrinta:han (Lembaran Negara. Rcpublik Indonesia 
Tahun 2010 Nornor 123. Tambnhan Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5165); 

23, Peraturan Pernerin rah Nomor 30 Tahun 20 I I ten Lang 
Pinjarnan Daerah [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 l l Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nornor 5219): 

24. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 20 L2 tentang Hibah Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5272); 

25. Pcraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 2014 tcruang Pengclolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (tembaran Negara Rcpublik lndoncsia 
Tahun 2014 Nornor 92, Tambahan Lernbaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 5a33); 

26. Pcraluran Pcmcrinrah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pclaksanaan Undarig-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tenrang Dcsa 
(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lcrnbaran Negor;i Republik Indonesia Nornor 5539), 
sebagaimana tclah diubah dongan Pcraturan Pemcrintah Nomor 47 
Tahun 2015 tenrang Pcrubahan Atas Peraruran Pemerintah 
Nornor 43 Tahan 2014 Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun '2014 rentang Desa (Lernbaran NC'gara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tarnbahan Lernbaran Negara 
RcpubUk Indonesia Nomor 5717); 

27. Pcraturan Pemcriniah Nomor 60 Tahun 2014 rnntan~ Daria Desa 
yang Bcrsumber dari Anggaran Pendapatan dab Belanja Negara 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia, Nernor 555l'!), 
scbagaimana Lelah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pcrnerintah Nomor 8 Tahun 20 Lo tcruang Perubahan Kedua Alas 
Peraturan Pemcrintah Nomor 60 Tahurr 2014 tentang Dana Dcsa 
yang Bcrsumbcr dari Anggaran Pendapauin clan Belanja Negara 
[Lernbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2016 Nomor 57. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5864); 

28. Pcraturan Pcrnerintah Nomor 19 Tahun 2016 teruang Pemberian 
Gaj1, Pcnsiun, atau Tunjangan Kctiga Bclas kepada Pegawal Negerl 
Slpil, Prajurit Tcntara Nasional Indonesia, Anggoia Kepolisian Negara 
Rcpublik Indonesia, Pejabat Negara. dan Pcncrima Pensiun atau 
1'unjangan [Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1 J 5, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5888) sebagaimana Lelah bcbcrapakall diubah, terakhir 
dcngan Pcraturan Pernerintah Nomor 1.8 Tahun 2018 teutang. 
Pcrubahan Kedua atas Peraturan Pcrncrintah Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pcrnberlan Gaii', Pensiun, atau Tunjangan Ket:iga Belas 
kepada Pegawal Negeri Sipil, Prajurlt Tentara Nasional Indonesia. 
Anggota Kc . spotlslan Negara Rcpublik Indonesia, Pejabat N.egara, clan 
Penerlma Pensiun atau Tunjangan [Lcmbaran Negara Republik 
lnclonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Ncgai:a 
Rcpublik Indonesia Nomor 6207); 

• 
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31. 

29. 

30. 

Peraturan Pcrneriruah Nomor 12 Tahun 2017 tcntang Pernbinaan clan 
Pengawasan Pcnyclcnggaraan Pcmerinrahan Daerah. (Lcrnbaran 
N,:~a.ra Rcpubli k Indonesia Tahun 2017 Nornor 73, Tamba han 
Lcmbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6041); 
Pcraturan Perncrintah Nornor 18 Tahun 2017 teruang Hak Keuangan 
dan Administralif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran N~gara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106. Tarnbahan Lembaran Negara Repuulik lndoncsla 
Nemer 6057): 

Peraturan Pcrnerintah Nomor 66 Tahun 2017 rentang Perubahan etas 
Peraturan Pcrncriruah Nomor 70 Tahun 2015 tentang .Jaminan 
Kcccrakaan Kerja dan Jami.nan Kematian Bagi Pegawai Apararur Sipil 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 317. Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 6176); 

32. Peraturan Pcmermtah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamaran 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, 
Tambahan Lernbaran NegaraRc:publik Indcnesia Nomor 6206); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pclaksanaan 
Togas dan wcwenang Gubernur sebagai Wakil Pemeriruah Pusat 
[Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224}; 

34. Peraturan Presiden Nornor 16 'Tahun 2018 tcntang Pengadaan 
Barang/,Jasa Pernerintah, (Berna Negara Rcput>hk Indonesia 
Tahun 2018 Nornor 33); 

~5. Pcrnturan Mcntori Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedornan Pengclolaan Keuangan Dacrah sebagairnana telah diubali 
bcberapakali, terakhir dengan Peral uran Mcnteri Dalam Negcri 
Nornor 21 Tahun 2011 tcnLang Perubahan Kcdua Alas P1~raluran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teruang Pcdornan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

36. Peraturan Menteri Dalarn Nogeri Nomor 3'2 Tahun 2011 teruang 
Pcdornan Pemberian .Hibah dan Bantuan Sosit1I Y.i,1'\g Bcrsurnbcr Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Nogar1:1 RepL1blik 
Indonesia Tahuu 2011 Nornor 450) sebageimena tclah bebcrapakan 
diubah, terakhir dengan Peraturan Mentcri Dalarn Ncgeri Nomor 13 
Tahun ·2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menter] Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nornor 32 Tahun 20 l I t~nLang P,edomon 
Pcmberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bcrsumbcr d&T1 Anggaran 
Pendapaian dan Belanja Daerah (Serita. Negara Rcpublik I ndoncsia 
Tahun 2018 Nomor 465): 

37. Peraruran Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 52 Tahun 2012 tcntang 
Pedornan Pengclolaan lnvestasi P-cmcrini.ah Daerah (Dcril::i Negara 
Republiklndonesia Tahun 2013 Nomor 75'1); 

• 
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38. Peraturan Menrcri Dalam Negcri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Pcnerapan, Standar Akw'1tas-i Pemerintaban Ber-basis Akr-ual Pada 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik lndonesic1 Tahun 2013 
Nomor '1425): · 

3~. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 7'7 Tahun 2014 tentang 
Pcd©man Tata Cara Penghitungan, Pe11g;~1rgga:r.an Dalam APBt>, Dan 
Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjavra'ban Penggunaan Bantuan Keuarrgan Partai Pc:iliLiij 
(Ber1~a Negara Republik lndeuesia Tahun 2014 l'•lomor 1744), 
seb~gaimana telab diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 6 Tahun 2017 tentang. Perubahan Atas Peraturan Merueri 
Dalam Neged Nornor 77 Tahun 2014 lcntang Pedoman Tatjii Cara 
PenghitL!ngan, Penganggaran Dalam f\.PBD, dan Tertib Adminisl.rasi 
Pengaj uan, P~riyaltll'an, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Kcuangan Partai Politik [Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 

40. Peraruran Mentcri Dalam Negeri Nornor i 9 Tahun 20.16 tcnlang 
Pcdoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Ti-thiin '.2'016 Nornor 547); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 20 J 8 ten tang 
Pedoman Penyueunan Anggaran Pendapatan pan Belanja . . 
Daerah Tahun Anggar;in 2019 (Serita Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2018 Nornor 701}; 

42. Peraturan Merrtori Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
.Badan Layanan Urrium Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
'l'ahun 2018 Nomor 1213); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2Q07"tei1tang 
Penyertaan Modal Daerah . Kepada Bank Pembangunan Daerah .Jawa 
Baral, Perusahaan Daerah Air Minurn da:n Perusahaan Daerah 
Perkrcditan Rakyat [Lcrnbaran Dacrah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2007 No111or )4; Seri 8.·S), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nornor 11 Tahun 20'16 tentang 
Perubahan Atas Peraruran Dacrah 1,abupateh Cirehon Nomor L4 
Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Sank 
Pembsngunan Daerah .Jawa Baral, Perusahaan Daerah Air Minum 
dan Pcrueahaan Daerah Perkreditan Rakyat [Lembaran Daerah 
l'(a.bupaten Cirebon Tahun 2016 Nornor I I, Seri E.4); 

44. Peraturan Daerah Kabuparcn Circbon Nornor 15 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pongelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Daerah 
Kabupaten 'Cirebon Tahun 200.8 Nornor 15, Seri E.6.). 

• 

- 6 - 



Rp l.563.639. l 27 .000.00 
Rp 343.392.362,000,0Q 

I I 3.914.416.353,00 hasil Rp 

dimaksud pada ayat (1) huruf b (3) Dana pcrinibangan sebagaimana 
tcrdiri alas jenis pendapatan : 
a. Dana bagi hasil Pajak/bagi 

bu kan pajak 
b. Dana alokasi urnurn 
c. Dana alokasi khusus 

338.173.972.378.00 

208.500.000,000.00 
41.698 590 975.00 

9. J OR.533.000.00 

(2) Pendaparan asli daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (I) 
Iruruf a terdiri atas jenis pendapatan : 
a. Pajak daerah Rp 
b. Recribusi daerah Rp 
c. l:lasil pengelolaan kekayaan dacrah Rp 

yang dipisahkan 
d. Lain-lain pendapatan asll daerah Rp 

yang sah 

597.481.096.353,00 
2.020.945. 905.353,00 

743.269.312.352,00 

Rp 
Rp 

daerah Rp 

dalam dimaksud ( 1) Pcndapatan Daerah sebagaimana 
tcrdi ri atas : 
a. Pendapaian Asli oaerah 
b. Dana Perimbangan 
c, Lain-lain pendapaian 

yangsah 

Pasat 2 

0,00 
ss.aoo.coo.ooo.oo 

YS.OQ0.000.000,00 
5.800.000.000,00 

Rp 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2(H9. sebagai 
beriku L ; · 

1. Pendapatan Rp 3.361.696,3 l 4 .058,00 
2. Belanja Rp 3.450.896.314.058,00 

Surplus/(De;:fisiL) Rp (89.200.000.000,00) 
3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan Rp 
b. Pengcluaran Rp 
.Jurnlah Pernbiayaan Nclto 
Sisa lebih pem biayaan Anggaran 
tahun berkenaan (SiLPA) 

Pasal I 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGC'rARAN PENOAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN AN GOA RAN 2019 

MEMUTUSKAN 

Dengan Pcrsetujuan Bcrsama 
DEWAN PERWAl<ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ClREBON 

dan 
BUPATI CIREBON 

. 7 
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(I) Da!arn keadaan darurat, Pemcriruah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia, anggarannya, yang sclanjutnyn 
diusulkan dalam raneangan peraiuran dacrah perubahan APBD. 

(2) Kcadaan. darurat sebagaimana dlmaksud pad a ayai I 1 ), sckurang 
kurangnya memcnuhi kriicria sebagai bcrikut : 
a Bukan rnerupakan kegiaian normal dari aktivitas pemeriruah 

daerah dan lidak dapat dipredikslkan sebelumnya: 
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang: 
c. Bcrada diluar kendali dan pengaruh pernerintah clf.Wr'Hh; dan 
d. Memiliki darnpak yang signifikan terhadap anggaran clalam rangka 

pemulihan yan~ disebabkan olch keadaan darurai, 

(3) Pendanaan keadaan darurai yang bclum tersedia anggarannya 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1 J dapat menggu nakan belanja 
I idak terduga. 

Pasal 4 • 
Rp J 94.340.824.566.00 
Rp 659.084.947.661,00 
Rp 350.844.160.598,00 

dimaksud pada a) al (I) huruf b 

0,00 
3.07!1.000.000,00 
2.026.&04.000,00 

25.019.859.000,00 
635. 111.090.40(),00 

19.160.395. 180,00 

1.562.2.03 .. 432.653,00 
o.oo 

Rf) 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Hp 
Rp 

• 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagairnana dirnaksud dalam Pasal I tcrdiri mas: 
a. Belanja Tidak Langsung Rp 2.246.626.381.233,00 
b. Belanja Langsung Rp l.204.269.932.825,00 

(2) BeJanja tidak langsung scbagarrnana dirnaksud pada a)'~l (l) huruf a 
terdiri atas Jen ls belanja : 
a. Bclanja pcgawal 
b. Belanja bunga 
c. Belanja subsidi 
d. Belanja hibah 
e. Belanja bantuan sosial 
f. Belanja bagi hasil 
g. Belanja baruuan keuangan 
h. Belanja lidak terduga 

(3) Belanja langsung sebagairnana 
tcrdiri alas jenis belan]a : 
a. Belanja pegawai 
b. Bclanja barang clan jasa 
c. Belanja modal 

(4) Lain-lain pcndapaian daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 
a,>-aL (I) huruf c terdiri Alas jenis pendapatar, : 
a. Hibah Rp o.oo 
b. Dana darurat Rp 0,00 
c, Dana bagi hasil pajak Rp 282.153.576.352,00 
d. Dana penyesua.ian dan otonorni Rp 461.115.736.000,00 

khusus 
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau Rp 0,00 

dari pemerintah daerah lainnya 

. 8 . 



0,00 Rp 

O,OG 
0,06 

0,00 
0,00 

(2) Penerimaan scbagairuarra dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri 
atas jenis pernbiayaan : 

Rp ss.oco.ooo.coo.oo 
Rp 5.80C:LOOO.OOO,OO 

s.cb,again,ana dimaksud dalarn Pasal 1 (1) Pernbiayaan Daerah 
terdiri atas : 
a. Penerirnaan 
b, Perigeluaran 

• 
Pasal 5' 

9;'; :.000 ,000, 000 ,00 a. S.is·a Lebih Perhuungan Anggaran Rp 
sebelumnya (SiLPA) 

b. Pencairan dana cadangan Rp 
c. Hasil penjualan kekayaan dacrah RP 

y.ang dipisahkan 
d. Penerimaan pi njarnan daerah Rp 
e. Penerimaan kernbali pemberian Rp 

pinjaman 
f. Pencrirnaan piusang daerah 

('1-) Dal~ ha! belanja tidak terduga ridak trrencukupi clapat dijakli.kc 
dcngan cara : ' · an 

a. ~~l~~.naka.i~ dana dari ~asif penjadwalan ulang. c;t1p'aian targ~t 
kin~1Ja progr.;;un (Jan kegiatan lamnya dalarn rahun anggaran 
betJalan; dan/ atau 

b, Memanraa.tkan ua,ng kas yang tersedla dari selisih lebih reaJfaasi 
penda~aLan atau selisih lebih teaJisasl -penerim<j.an P=biayaan 
sebag:almana yang diletapkan dalam Peraturan Daerah Lent.a11g APBD. . . 

(5) Pengeluaran .sebagaimana dirnaksud pada ayat ( J) Lermasuk qelar1ja 
un tuk keperluan mc:ndl's'sak. 

(6) Kriteria belanja untuk kcpertuan mendesak s.ebagai.rnana dirnaksud 
pada ayat (5) mep.cakup : · 
a. Program clan kegiatan pelayanan dasar masyarakar yang 

anggarannya belum tersedia dalarn lahun anggaran berjalan; dan 
b. Kepcrluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang Iebih besar bagi pernerintah daerah 
dan masyarakat. 

(7) Peniadwalau ulang peneapaian target kinerja program dan kegiatan 
Jai1111ya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada 
avat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalarn DP:A-SKPD. 

(!3) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dirnakeud 
pada ayat (6) diformuiasikan terlebih dahulu dalam RK/\-SKPD_ 

(.9) Dalarn 'hal kcadaan darurat tcrjadi 'sctelah ditetapkannya Pcrubahan 
APBD, Pemcrintah Daerah dapai rnclakukan pcngeluaran yang bclum 
tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disarnpaikan dalam 
Iaporan realisasi anggaron. 

• 
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Bupati menetapkan Pcraiuran tcntang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagai landasan opcrasional pelaksanaan APBO. 

Pasal 7 

l 0. Lampiran X Daftar perkiraan penarnbahan dan _penguranga:i1 
aset lainnya; 

11. Lampiran XL Dsi'ft'ar }{c.gia.tan-kegiatan tahun anggaran 
scbelumnya yang: belum diselcsaikan, dan 
dianggarkan kembali dalarn tahun anggaran ini; 

XII Daftar dana cadangan daerah; 
XIII Daftar Pinjaman daerah: dan obligasi daerah. 

12, Lampiran 
13. Lampiran 

6. Larnpiran VJ 
7. Larnpiran VIL 
8 . Larnpiran VIII • 9. Larnpiran JX 

5. l.,ampirmi 

4. Larnpiran 

llJ .Rincian APBD rnenurut Urusan Pernerintahan 
Daerah, Orgarrisasi SKPO, Perrdapatan, Belanja 
dun Pernbiayaan; 

N Rekapitulasi Bclanja menurut Urusan 
Pemcrintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program 
dan Kegl atan: 

V Rekapite1lasi Belanja Daerah unruk Keselarasan 
dan l\cLe~patlu,in Urusan Perneriruah Dacrah dan 
Fu;µg-~1 Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
Daftar .Jumlah Pegawai Golongan dan Per ,Jabatan; 
Daftar Pru Lang Daerah; 
Daftar penyertaan modal [investasi] daerah: 
Daftar perkiraan penambahan clan pengurangan 
aset ietap daerah; 

• Pemcrintahan 

Ringkasan APED; 
Ringkasan APBD menurut Urus1111 
Daerah dan Organlsasi $1<PD; 

II 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daer-ah 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1, tcrcantum dalam Jampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri 
dari : 
l. Larnpiran 
2. Lampiran 

Pasal 6 

0,00 
0,00 

0,00 
5.800.000.000,00 

a. Pcmbentukan dana oadangan RP 
b. Penyertaan modal (investasi] Rp 

_pemerintah daerah 
c. Pernbayaran pekok-utang Rp 
d. Pembcrian piujaman daerah Rp 

(3) Pcngeluaran sebagaimana- dimaksuct pada 'ayat (1) huruf b terdiri 
atas jenis penibiayaan : 

- 10. - 



• 
NOREG PERATUAAN DAE"1AJ1 KABUPATEN CIREBON, PROVINS! JAWA BARAT 
(13/276/20 L8) 

NO MOR L~MBAHAN DAERJ\H KAl:lUPATEN CIRE:-80N TAHUN 

If RAHMAT SUTRISNO 

~i'Ltnd1lng1'(,in di Sumbcr 
•da tanggal e- , ~ 

~ SEKRETARIS DAERAR KABUPA'I'EN CIREBON,f 

< "t 

DICKY SAROMI 

Ditetapkan di Burnber 
pada tanggal 26 Desember 2018 

Pj. BUPATI CIRP-BON, 

trd 

Agar setiap orang rnengetahulnya, mensertruahkao pengundangan 
Peraruren Daerah ini dengan pcnempatannya dalam Lernbaran Dacrah 
Kabupaten Circbon. 

Peraruran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal I:! 

• Ll . 



• 
NOREG PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINS! JAWA BARAi 
(13/276/2018) 

LEM BARAN DAERAH KA6UPATEN CIREBON TAHON 201c1 NOMOR 13 SERI A. 
3 

°)· 
RAHMAT SUTRJSNO 

< 

~iundangkan di Sumber 
9tda tanggal 2, .i....,,.,arr 2 1 

SO::KRETARIS DAER;\FI KARUPATgN CIREBON, 

DICKY SAROMI 

tid 

Pj. BUPATJ ClRC:BON, 

Ditetapkan dl Sumbcr 
pada tanggal 26 Oesernber 20 LS 

Peraturan Daerah int mulai borlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seriap orang mengctahuinya. mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Circbon. 

Pasal 8 

• l 1 • 
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